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Gubernur Papua Barat Ingatkan OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK 

 

sumber gambar: antaranews.com 

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengingatkan organisasi 

perangkat daerah lingkup provinsi setempat segera menindaklanjuti temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2024 

senilai Rp22 miliar. "Kalau sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada tindak lanjut 

maka kami serahkan ke APH (aparat penegak hukum)," kata Dominggus saat ditemui 

awak media di Manokwari, Senin. 

Gubernur menyebut bahwa kurang lebih ada 17 OPD yang berkewajiban untuk 

menyelesaikan laporan keuangan dimaksud sesuai dengan linimasa atau batas waktu 

dari BPK paling lambat selama 60 hari setelah penyerahan hasil pemeriksaan. Setiap 

pimpinan OPD bersama pejabat pengelola keuangan bertanggung jawab terhadap 

penyelesaian temuan BPK, dan hal tersebut tentunya akan menjadi bagian dari penilaian 

kinerja kerja selama satu periode anggaran. 

"Pimpinan OPD dan bendahara, saya minta selesaikan temuan BPK secepatnya. 

Kalau kinerja tidak bagus ya, kami pertimbangkan untuk diganti atau nonjob," tegas 

Dominggus. BPK, kata dia, akan kembali melakukan pemeriksaan lanjutan oleh 

sebabnya seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat diharapkan untuk 

tidak melakukan perjalanan dinas agar memudahkan koordinasi pada proses 

pemeriksaan. Pemerintah provinsi berkomitmen meningkatkan kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 berdasarkan rekomendasi dari BPK, 

sehingga dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
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"Supaya koordinasi bisa lebih baik, dan rekomendasi dari BPK bisa diperbaiki 

dengan baik," ujarnya. Plh Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Lukman Hakim 

berharap pemerintah provinsi konsisten dan tepat waktu menyerahkan dokumen LKPD 

pada tahun-tahun mendatang untuk dilakukan pemeriksaan. Kepatuhan menyerahkan 

LKPD mencerminkan komitmen serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. "Semoga 

tahun-tahun ke depannya, Pemprov Papua Barat bisa tepat waktu karena batasnya 

tanggal 31 Maret," ujarnya. 

Sumber Berita: 

antaranews, “Gubernur Papua Barat Ingatkan OPD Tindak Lanjuti Temuan 

BPK”, tanggal 16 Juni 2025 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab 

VIII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD, Pasal 31 ayat (1) 

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkepada DPRD berupa laporan keuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

2.  Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,dan lembaga atau badan lain 

yang mengelola keuangan negara.  

3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) Terdapat 

4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar 

tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian 

(qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) 

pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).  

 


